
Menimbang:

Mengingat: 1

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR t88.4s I 273 IKUM/ 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN DAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

a.

b.

2

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaa.n pa:ak daerah
melalui penerimaan pajak daerah di Kabupaten Hulu Sungai
Selatan, maka perlu ditetapkan Standar Operasional
Prosedur Pelayanan dan Pembayaran: Pajak Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan KeputusErn Bupati tentang
Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Pembayaran
Pajak Daerah;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (L.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan I-embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 67571;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OL4 Nomor 292, Tambahan I-embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Keda
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
245, Tarnbahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Al9 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
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Menetapkan:

KESATU:

KEDUA:

2016 tentang Perangkat Daerah (t embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Irmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 649);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Ta}nun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (kmbaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 9,
Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah (l,embaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan kmbaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);

10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 66 Tahun
2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir, Pajak
Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajat Sarang Burung
Walet dan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Standar Operasiona-l Prosedur Pelayanan dan Pembayaran Pajak
Daerah sebagaimana tercantum dalam la.mpiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Standar Operasional Prosedur sebagpimana dimaksud dalam
diktum KESATU adalah terdiri dari:
a. Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Pembayaran

Pajak Hotel, Pajak Restoran, P4jak Hiburan, Pajak Sarang
Burung Walet, Pqiak Parkir;

b. Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Pembayaran
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batual;

c. Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Pembayaran
Pajak Reklame;



KETIGA:

KEEMPAT:
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d. Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Pembayaran
Pajak Air Tanah;

e. Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Pembayaran
P4jak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

f. Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Pembayaran
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
5l Oktober ZO?2

SUNGAI SELATAN,

MAD FIKRY

A{
s

s

z

{rNcAr
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR ta8.4s /2? 1 / KUM / 2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
DAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEI,AYANAN DAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL, PA.JAK RESTORAN, PA]AK HIBURAN , PA.]AK SARANG BURUNG
WALDT PAJAK PARKIR

+
-f:-

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tansral Efektif
Disahkan Oleh Bupati Huh.r Sungai Sel,atan
Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Pembayarart Pajak Hotel, Pajak Restoran,

Pqjak Hiburan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Parkir

Dasar Hukum

1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terttarLg Hubungan Anta.ra pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 202O tentang pedoman Teknis
Pengelol,aan Keuangan Daerah

3. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 tab:un 2O2L tentang Kedudukan,
SusunaD Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja perangkat Daerah,

Keterkaitan

soP ln1 meru pakan prosedur baku yag wajib dilaksanakan dalam pelaksanaan Pelavanan
dan Pembavaram Pajal< Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Sarang Burung alet,
P.jak Parkir jika tidak dilaksanakal akan menga-kibatkar: pendapa taIr asli daeralr tidak

Kua-lifikasi Pelaksana

1, Mengetahui ketentuan peratuian perundang-undangan mengenai perpajakarr
daerah;

2. Memiliki integritas tinggi, trekerja dalam kelompok (teqmwo/H, dan mentalitas
kesanggupan bekerja dibawah tekanan;

3. Menguasai kooputer aplikasi micaosofr olfrce dai aplikasi penunjang

Peralatan / Perlengkapan

1. ATK
2. Kotnputer
3, Printer

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik da].r manual

\



5-

Ito. AttMte!

Pclattrn. [irtu BrLu

Kctw.Jlb
Pelak

PGtui..
Pcllranan

PrJ.L

Bont
Kalcl

Bcrrdehqr.
Pcncrlmaan

PcrtFrat n /
KclcnSL.Fa W.Lhr Output

i Mernbawa dan memberikan lapo.an omzet
harian / kuitansi / bukti lainnya ? Omzet halian,

FotokoFi Kuitansi atau
Nota

2

Menerima, rnemeriksa laporan 6rrzet
herian / kuitansi / hrkti lainnya:
a, Jika lcngkap, dilakukan \Erilikasi dan
memhrat SPTPD
b. Jika tidak lengkap, dikembotikan ke
pemohon

jI
lp

Ornzet harien,
Fotokopi Kuitansi atau

NotA
10 menit SPI'PD verifikasi

3
Men.rinE hasil vcrifikasi da.n metnbayar
ke Bank Kalsel KK BPKPD sesuai hasil
verifikasi 'l-

SPIPD yajlS sudah
diveriflkasi 5 menit

SPTPD 4 ranSkap/ lembai,
leobar I W4iib Pq'ak,
lembar 2 Ba.rrk Kalsel,
t embar 3 Bendahara
PeaeriEaarr, lembar 4

Petugas Pelayanar

4
Menerima pmta5raran sesuai hasil
verifikesi

.I SPTPD yang sud6i
diverifikasi 5 menit

SPTPD yarLg sudah
distempel lunaa oleh

Bank KalselT
Meoerime hrkti pembayarai pqja.k daerah I._ I menit

SPIPD yang sudah
distempel lunas olch

Bank Kalsel

6
Melakukan input data / verifikasi
pembayaran at SPTPD lembar 2 yang

audal distempel lunas
oleh Bank Kalsel

Bendahara Penerimaan
mclakukan inprt SSPD Non
I\rnai pada Simda
Pendapetan darr melakukan
t,!rfi kasi pembayaran Wajib
Pajak

)

---]

I

,,L-
lcngkap

__l

L

5. __l
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2. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DAN PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

KAIIUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Nomor SOP

Tanggal Penbuatan
Tarrgqal Revisi
Targgal Efektif
Disahkan Oleh Bupati Hulu Sungai Selatan
Standar Operasional Prosedur Petrayanan dan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Loga'n

dan Batuan

Dasar Hukum

1. Undang-UndanS Nomor I Tahun 2022 tellrtall,g Hubungan Antara pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor Zl tahun 2O21 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja perangkat Daerah,

Keterkaitalr

SOP ini tlerupakan prosedur baku yag wajib dilaksanakan
dan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuarr

dalam petraksanaan PeLayanan
jfta tidak dilaksanakan akan

tan asli daerah tidak

Kualifikasi Pelaksana

1. Mengetahui ketentuan peratural perundang-undangan mengenai perpajakan
daerah;

2. Memiliki integritas tinggi, bekerja dalam kelompok \teamuo q, dan Eentalitas
kesanggupan bekerja dibawah tekanan;

3. Mengrrasai komputer aplikasi microsoft oJfice d,an. aplikasi penunjalg

Peralatan / Perlengkapan

1. ATK
2, Komputer
3. Printer

Pencatatan dan Pendataarr

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Peringatan



Lo, Aktlvlta.

Pelr.kraaa Uuttr Bllrtl

I(eLIrdtb Pqjah
PetEir!

Pohyrara
Pqht

BaaL Belrcl Bends.haB
Peaedl!oan

Per'y.nt ! /
Nole!gl.rpq!

gattu Output

1

Meoyampaikan laporan pe ngaabilan
mineral bukaa logara dan batuan (RAB)
dan meughitung pajak yang harus
dibayar

11* RAB l5 oenit

2

Meneriraa, aemeriksa laporan / RAB /
bukti Lainnya :

a- Jika lengkap, dilakukan rerifi_kasi dan
membuat SPPD
b. Jika tjdak lengkap, dikembalikan ke
peraohoa

tida]c
lengkap

lengkap

RAI} 5 menit SPTPD yang
dircrifikasi

Menedr:na hasil rErifikasi dan aeobayar
ke Baik Kalsel KK BPKPD sesuai hasil
verifikasi l* SPTPD yang

diverifikasi 1 menit

SPTPD 4 rangkap /
lembar, leobar I Wajib
Pajak, leoebar 2 Balk
Kalsel, leabar 3
Bendahara Penerirnaan,
leEbar' 4 Petugaa

4
Menerima pembayaran sesuai ha.sil
verifikasi .I SPrPD yang

diverifikasi 5 menit

SPTPD lembar I yang
sudah distempel
luaas oleh Bank

IklselT
5.

Menerima bukti pembayaran pajak
daerah I*- l metrit

SPIFD yang sudah
dietempel lunas oleh

Barrk Kalsel

6
Melakukan input data / verifkasi
perrbayaran I SPIFD lembar 2 yang

sudah distempel
lunas olch Bank

Kalsel

5 raenit

Beadahara Penerioaan
Eelakukan Input SSPD
Non T\rnai pada Siada
Peldapatan dart
oelakukan verifikasi
pe&bayara.n Wajib Pajak

-7 -

__l

L-

l
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3. STA}IDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEI,,AYANAN DAN PEMBAYARAN PA.JAK REKLAME

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan

l[e4CSal Revisi
Tanggal Efelftif
Disahkan Oleh Bupati Hulu Sunsai Selatan
Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Pembayaran P4jak Reklaaee

Dasar Hukum

1. lnd3ng-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terrtang Hubungan Antara Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 tahun 2O2l tentang Kedudukan,
susunan organisasi, Ttrgas dan Fungsi, serta Tata Kerja perangkat Daerah.

Keterkaitan

SOP lnl merupakan prosedur baku yag wqiib dilaksanakan dalam pelaksanaan Pelayanan
dan Pembqyaran Pqiak Reklrme jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan pendapatan
asli daerah tidak

Kualifikasi Pelaksana

l.

2.

3.

Mengetahui ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpqjakan
daerah;
Memiliki integritas tinggi, bekerja dalam kelompok (teamwork), dan menialitas
kesanggupan bekerja dibawah tekanan;
Menguasai komputer aplikasi microsofi office dan aplikasi penunjang

1. ATK
2. Komputer
3. Printer

Pencatatan dan

Disimpan sebogai data elektronik dan manual

Perinsatan

&14A{44&rlengkapan
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No. Aktlvltas

Pelahaeaa Mutu Baku

XetPGtug.r
PelaFnan

PaJaL
Bendahara
Peaerlma

PerlFrataD /
Kel€ngkapen WaLtu Output

1 Me nyampaikan berkas proses perizinan 7 -l Fotoc,,pg KTP dan
usulan permohonan

2

Menerima, memeriksa berkas proses
pe rizinan :

a. Jika lengkap, dilakukan verifikasi dan
membuat SPPD

b. Jika tidak lengkap, dikembalikan ke
pe mohon

tidali

""t=
Fotocory KTP dan

usulan permohonan 10 menit Formulir hasil
perhitungan

3 Menerima hasil perhitungan @ Formulir hasil
perhitungan 5 menit SSPD

4 Mcnerima bukti pembayaran pajak daerah I* SSPD 5 menit SSPD

Jika Wajib Pajak me mbayar
ke bank yang telah
ditentukan, maka Wajib
Paj ak harus me mvalidasi
SSPD ke Bendahara
Penerimaan BPKPD dengan
membawa bukti transfer.

WsJrb
PaJaL

1 menit

L_
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4. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tangqal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh Bupati Hulu Sungai Selatan
Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Pembayaran Pajak Air Tanah

Dasar: Hukum

1. Undang-Undalg Nomor 1 Tah.u, 2022 tentarry Hubungan Antara pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

2, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nooor 77 Tahun 2O2O te\tarrg pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 tahun 2O21 tentanrg Kedudukan,
Susunan Orgarrisasi, Tfrgas dan Fungsi, s€rta Tata Kerja peranglat Daerah,

Keterkaitan

soP lnl meru pakan prosedur baku ya.g waj ib dilaksanakan dalam pelaksanaan Pelayanan
dan Pembayaran Pajak Air Tanah jik" tidak dilaksanakan akan mengaki batkan pendapatan
asli daerah tidak

Kualifikasi Pelaksana

1. Mengetahui keteltuan perat[rran perundang-undangan mengenai perpajakan
daerah;

2. Memiliki integritas tinggi, bekerja dalam kelompok (teamuor\, dan mentalitas
kesanggupan bekerja dibawah tekana.n;

3. Menguasai konputer aplikasi microsoft olfice dan aplikasi penunjang

Peralatan/ Perlengkapan

1. ATK
2. KoEputer
3. Printer

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik darl manual

optimal.
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Xo Altl"ltrr
Irlrbanr Iutu Brtu

Prrb
P\hr

P.nt lol.
PrJrt

P.lacloh
Adlrrd
Pdrr

P.tutu
P.r.glh
Prl.l

Bllrl
XiLGl

Erdr
!.lrrhbar. P.t.rrrrt& / X.l.rAlrprn Vrttu Output X.t

1

l,bndaftar dan h.ngi8i s.suai dcngaD spTpD lsurat
F.mheritahuan Pajak DaeraD Becarajelas dan tEnar u'tuk
marahitung pajak tardasarksn Pangamtilan darl atau

tan air tanah (vollEe air) yaDs disunel(an 1' --]
Fo.mulir p€ndaft aran, Fotocopy
KrP, Fotocory SITU/SIUR
FotEoI, pndirian p.rusahaan

I ha.i BerkaB pondaftaiar
otiek Pajak da.rah

2
l\lhDeriEra, mGmeriha da, m.mbrkukan berkas wqiib pqiak
ika l€ngkap diserahkan k peturaB pEnsotota aptilqsi pajal,
il(i tidak diserahkan k€mbali k r{ajib lqjak

ddall

""+" + l*o
Berkas !.ndaftarsn ouck rajak Berkas pendaftaran

otiek pajaj( daerah

3.
libDghitung dan men€rtitlqn Surat Ket.taFn p{ak Da.Eh
(SKPD) dan iurat s€t ran Feiak dae'ah (ssFD) t B.rka! Fndafta.an oliek Bjak SKm dan SSPD

Iilelakukan Penasiban LangBuns I hari

5

ir.nerima haeil k6tltaFn peiak &6rah
a. Jika wdib Pajak membald lanssunB k6 B6ndaha!.
P.rcnrna, Dala Wajib hjak rr.mtayar Fjak *suai SSPD ke

b. Jila Wqiib Pqial. rrEmbayer ke bnk }?rts telai ditsntulcn,
maka Wqjib P{ak harus rD€mlalidasi SspD ke BeDdahara
Penc.imaan BP(PD dengan E6mba{,a hkti tranlfer.

Berl€! FndeJtaran dan l,iartu
NPWPD

SSPD

Iianerirna F.mtByaran L- q BerIGs pendaftaErt dan lGrtu
NPlVPD

SSPD

7 lrLnllarnFikan blll1i trqnEfer F *-J B.rkr! lendaft ran dan kartu
ITPI PD

SSPD

a.

Bsndahara Fenefirna manorirna retDts.yaran Fjak dan
Eernenksa SSPD dan rr.nandatengani .ran m.n3teEFl SSPD
kamudian menyerahkaD SSPD lembar I w4ib Fqiak, lsDbar 2
bondahaE pon€rtDa, lemtar 3 pengelola adikasi pqiak, !

Bcrla! Frdaftaran ob.k Fjak
daErah, NIrrrPD wP !.ang .udah
ditandatangani

l5 menit SSPD

9 W4ib pajak rnencrirha ttkti p.lunasan rqial d!.€rah

--
__-l

Bolkas p.ndaltaran otiok rqiak
da.rah, Nr,!VPD wP yang ludah
dit!ndrtrng.ni

5 mcnit SSPD

__l

I
_l

6.

L



5. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEL.AYANAN DAN PEMBAYARAN PA.JAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

)

+ BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh Bupati Hulu Sungai Selatan
Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan da.rr Perkotaan

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahtn 2022 tentang Hubungan Antara pajak Daerah dan
Reaibusi Daerah

2, Peraturan Menteri Dala-or Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O terltafrg pedoman Teliois
Pengelolaan Keuangan Daerah

3, Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Orgalisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja perangkat Daerah.

Keterkaita.n

SOP ini merupakan prosedur baku yag wajib dilaksanakan
dan Pembayaran Pelayanan dan Pembayaran pajak Bumi
Perkotaarr jika tidak dilaksanakal akan mengakibatkan

dalam pelaksalaan Pelayalan
dan Bangunan Perdesaandan

pendapatan asli daerah tidak

Kualifikasi Pelaksana

1. Mengetahui ketentuan peraturan perundang-undangan Eengenai perpajakan
daerah;

2. Memiliki integritas tinggi, bekerja dalam kelompok (teamwor\, dan mentalitas
kesalggupan b€kerja dibawah tekanan;

3, Menguasai komputer aplikasi microsofi office da,] aplikasi penunjaru

Peralatan/ Perlengkapan

1. ATK
2, KoDputer
3. Printer

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

-t2-

Peringatan
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!fo AlBtivltq.

Pelalrnna Uutu B.Lu

Net.xtqilb
Pda&

Pctugrr
Pehyrann

Pciak

Penleloh
Apllkrrt
Pqiik

Bar&
Kdrel

Prestyantan /
teleaglalnn lI alrtu OutFrt

I
Mengisi forEulir SPPI PtsB sesuai
Frmohonan lEnertitan yang diajukan
lengkap beserta lalolirannya. 7 1O menit

Formulir SPPI PBB
sesuai pcmohonan

penertita-n yang telah
diisi

2

Menerima, oemeriksa formult Sppf pBB
beserta laolirannya:
a. Jika lengkap, dilakukan verifikasi dan
BeEhrat SPPD
b. Jika tidak lengfuap, dikembalikan ke

p 5 menit

Isian SPPI PBB s€suai
permohoaan

penerlita! beserta
lamfran

3
Menghituog darr taenertitkan Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang (SppT) pBB
dan surat setoran pajak daerah (SSPD) +

SPPr PBB Besuai

lrrmohonan
penertitara Jralg sudah
diisi beserta lamfirare

I hari SPPI PBB dan SSPD
yang sudah diterutkan

4

Menerima Surat Pemberitahuao pajak
Terutaag (SPPI) PBB dan surat setoran
pajat daerah (SSPD) yang sudah
diterhitkan dan membayar pajak

I l" l menit

SPPT PBB yang sudeh
diterbitkafl 2 tangkap /
lembar, lembar I wqjib
pajak, lembar 2 petugas
pelayanan pajak serta
SSPD 3 rangkap/lembar,
lembar 1 wajib pejak,
lembar 2 petugas
pelayanan pajak, lembar 3
admin Bank Kalsel Kantor
Kas BPKPD

5 Menerima pmbayaran pajak
SPPT PBB yang sudah
ditertitkan lembar I
serta SSPD lembar I

da.D lembar 3

5 menit

SPPT PBB yang sudal
diterhitkan lerabar 1

berstempel lunas serta
SSPD lembar I

SPPT PBB yang sudah
diterbitkan lembar I serta
SSPD lembar 1 masing-
masing untuk wajib pajak
darr lembar 3 untuk admin
Bank Kalsel Kantor Kas
BPKPD

6

Menerima SPPT PBB yang sudah
diterhitkan lembar I bersterlpel luaas dan
SSPD leabar I serta stiker lunas pBB dari
BPKPD ---

)

-l
Formulir SPPT PtsB
sesuai proohonan
IEnertitao beserta

lampiran
I tidak

't-* Formulir SPPI PtsB
sesuai prmohonan

penerbitan ya-ng sudah
diisi beserta lamliran

L

__.1
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6, STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DAN PEMBAYARAN PA.]AK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

a

L
_+-

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Nomor SC)P

Tangga.l Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh Bupati Hulu Sungai Selatan
Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Pembayaran Pembayaran Paja-k Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 TaltJun 20.22 tentarg Hubungan Antara pajak Daerah darr
Retribusi Daerah

2' Peratura! Menteri Dalao Negeri Nomor 77 Tahun 2o2o tentaig pedo.an Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Peratura. Bupati Hulu sungai selatan Nomor 71 tahun 2021 tenta.g Keduduka',
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, s€rta Tata Kerja perangkat Daerah.

Keterkaitan

tan

SOP ini merupakan prosedur baku yag wqjib dilaksanakan dalam pel,aksanaan pelayanan
dan Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan jika tidak ditaksanala.
akan mengakibatkan pendapatan asli daerah tidak optimal.

Kualifikasi Pelaksara

1. Mengetahui ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perp4jakan
daerah;

2. Memiliki integritas tinggi, bekerja dalam kelompok lteamunrkl, dan mentalitas
kesanggupan bekerja dibawah tekaran;

3. Menguasai komputer aplikasi mioo.sofi offce dar: aplikasi penunjang

Peralelen / Perlengkapan

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik dan Earrual

1. ATK
2. Komputer
3. Printer
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Iqc Altftrltr!

Pel,rlrau Nutu BlIu

N3t.WrJlb
PrJrt

P.tujr
Pclaymm

PrJ*

Pongclola
Aplilr.t
Prrrf

Ill'ubbld
Polryrnra

du
Poet.If,a
Rcadrtro

Brak
Kalrel

Ittbld
Read,[trp Fotrlm.tr! I K€bidLtFn Saktu Output

t. libltgisi Fomulir Pemohomr Penelirien SSPD BP!{TB lengkap
bes€rta lampirannla. |} __l Fomulir Fereohman Penelitian SSPD BPHTB

beserta lamFrm 10 menit
Formultu Femohmn Ferelitian SSpD

BPHTB bewrta lamyirauymg telah diisi

2.

Iv!:mrina, uemeriksa Fmmulir. Femohomn perrelitim SSPD RPHTB
lengkap heserta lmlirmyar
a. Jika lenglcap akan diterusiq*n ke Peugelola Apil€si pqiak

E t8lti44l! &ngl!ap, akan dikenbalikan ke pemohorr

"[*-lengkap + lengl€p

--l Fomrdir Permohonatr Perelitian SSPD BPHTB
yang sudah diisi besefia lamfirm 5 menit Isim Fomulir Permohom Penel.itian

SSPD BPIITB beserta lautrdrm

3^ Ifianginput a,ata Wajib Pqjak dan menghitung BPHTB tvp tidak -*t Dokunen t hari Softco1ry dokumen SSPD BPHTB

4.

libnNerifik&si data Wajib Pajak dan otjek pajak yaE te lah diinput
oleh pengelola aptikasi Fjak i

a. Jika data *suai, alnan diteruskan ke ltasubud Fetral.amn dan
Itndapatai Rerdatap
h Jika data tidak $esEi, a&an dilambalikan ke petuFs pelayanan
Fajak

___l

l, Dokumen 5 menit
Softcopy dokuneD SSPD BPHTB ymg
surlah diverifikasi Fetugas Pelayanm

Pajak

5.

[lbmverifikasi data kewqjamn harga/tratMksi
oleh pengelola .plikasi pEjak

lang telah diinprt

a. Jika harga/h-an*ksi wqiar, atan diteruskan ke Katid Rendatap
h Jita harga/bansaksi lidak wajar, akan di&embalikan ke petugas
Felayanan

tidal wajm

__Y -l Dokumen t htri
Softco1{r dolomen SSPD tlPHfB yang
sudah diwrifrliasi Kasutftid Felalamn

da[ Penetalpn Rendatap

Sunei objek pajak
apabila diperlukan

wajar

6. Ivlewlidasi SSPD BPIITB I SoJftoqpU Dokueerl 5 menit Softcopy dokmen SSPD BPIITB yane
sualah dirJali_dqqlliatid Re ndatap

7 Ivkncetak SSPD BRITB lembar 1 sd. 5 T-
_I -J So;foopg dokumen yar4 srr/rnh dimlidasi Kahid

Rendmrqp 5 menit SSPD BPIITB lcmbar I sd. 5

-E, l,Ienerima berkas SSPD BPHT'B leDbar I sd. s { SSPD BPtIfB lembar 1 sd. 5 1 menit SSPD BPHTB lembar 1 sd, 5

9.
Ubnerima berkas SSIfD BPIITB lenbar I sd. 5 dari petugas
FehyM najak dm men)€to ke Bank

Iv
i! SSPD BPtr[B lemhr 1 sd. 5 I menit SSPD BPHTB lentar 1 sd. 5

10" I\ibnerima pemhyarm L_ +I SSPD BPTITB lemtnr I sd. 5 5 menit
SSPD BPHTB lemhr 1 sd. 5 yffig telah

dist€mpel luns oleh Banl< Kalsel

11.
Ilbnerioa berkas SSPD BPIITB lenbar I sd. 5 dan hrkti pembayaran
dari tsalt Balsel *- __l SSPD BPlffB lembar 1 sd. 5 1 Eenit

SSPD BI,HTB lembar I sd. 5 yang telah
distemFl lunas dan bukti pembayaran

dari Bant Kalsel

t2 Ivbnerima berkas SSPD BPIITB yang trlah distempl lurns oleh
Banl( Kalsl treBbar I sd. 5 dui WP

L- .I -l SSPD BPTITB lembar I sd. 5 yang t€l,ah
distempel luas oleh Ban* Kalsel 1 menit

SSfD BPHTB leDbar f sd. 5 )ang relah
distenlrl lrms oleh Bark KalselI

13, [vtumv6aifikqsi, mentandatargmi berkas SSFD BpfITB leilbar 1 sd. S + SSPD BPI{TB lembar 1 sd. 5 }rilg telah
distempel hrns oleh Bank Kalsel

I medt
SSFD BPlffB kmtnr I sd. 5 yanB tetrah
disteEpl lma$ oleh Bank Kalsl dan
ditandatangard oleh I(atid Rendatap

14.
Nkrrcrima berkas SSPD BPIITB lembar 1 sd. 5 d,ari Kabid Rendatap
dan selanjutnla almn dis*mpel

,l*
t

__l
SSPD BPHIB lenhr I 6d. 5 yanB telah
dister:pel lunas oleh Bank Kalsel dan
ditandatan8aDi olch Ikbid Rendatap

I nenit
SSPD BPIITB lemhr 1 sd. 5 ym8 telah
distemlDl lunas oleh Bank Nalsel dan
ditandatarumi oleh l(abid Rendatap

serta berstenpel BPI(PD
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15. lhrlerioa SSPD BPtiTB lertd I .d. 3 ilrri lttug6s Felaramn pajat

G J SSm BPHTB lernlsr I sd. 5 }?ng t l,ah
dict oFl lurla3 6Lh Barl< XalB.l de

ditan&tangani oletr xaHd Reriatap serta
bctsteEFl BPKm

SSPD BP}ITB

sip BPt(fD da,

Bank tiabcl

LU SUNGAI SELATAN,
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